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PENDAHULUAN

Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat NU) sebagai
organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, merasa
memiliki tanggung jawab yang besar dalam memaiukan
kehidupan keagamaan. Hal tersebut dapat dilihat dari
besarnya perhatian NU terhadap upaya-upaya pemecahan
masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam
masalah hukum. Di samping itu, kalangan NU sendiri
meyakini bahwa segala masalah yang menyangkut perilaku
dan tindakan seseorang harus dijelaskan hukumnya. Oleh
karena itu, membiarkan persoalan tanpa ada iawaban adalah
tindakan yang tidak dapat dibenarkan, baik secara slzar I
ataupurr secara i 'liqddil

Untuk membahas masalah-masalah yang muncul dan
berkemlbang, baik berkutat pada masalah klasik maupun
masalah kontemporer, NU mempunyai forum khusus yang
dikenal dengan Bahtsul Masa ll (Balth al-Mas6'il). Makalah ini
secara khusus akan membahas dan membincang

permasalahan tersebut meliputi sekilas tentang Bahtsul Masa'

il, hubungarurya dengan istinbd! atau ijtihid dan Dasar-Dasar

Umum Penetapan fatwa Bahtsul Masa 1l dan ditutup dengan

kesimptrlan.

SEKILA.S TENTANG BA}ITSUL MASA'IL.

Tradisi Bahtsul Masa ll pada dasarnya telah berkembang di
tengah kultur masyarakat tradisonal pesantren, jauh hari
sebelum lahimya NU (1926). Pada mulanya, secara

individual, fatwa diberikan kepada masyarakat, khususnya

untuk menghadapi persoalan yang muncul dan berkembang.

I Keputusan Munas Alim Ulame, tahun 1992, No. 01/Munas/1992

0akart.: L.ineh Ta'lif *a al-Naeyr PBNU,192),3.
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Daiam hal itu, Kiai bertindak secara individual sebagai

penafsir hukum bagi kaum muslim sekitarnya.2

Pacla waktu itu, secara umum ada dua fatwa yang

clikembangkan oleh para kiai di masyarakat. Pertama, fatwa

yang berupa hukum fiqh. Kedua, fatwa yang bersifat

preventif, yaitu untuk melestarikan budaya-budaya yang

Islami agar terhindar dari pengaruh budaya-budaya asing,

seperti pengharaman memakai celana panjang karena

dianggap tashabbuh (menyerupai) dengan pakaian non-

muslim.
Walaupun tidak ada sanksi khusus dengan melanggar

fatwa, namun fatwa-fatwa tersebut tetap dipegangi oleh
masyarakat bahkan di lingkungan NU, nilai keberlakuannya
setara dengan hukum praktis. Sikap masyarakat tersebut
dikarenakan adanya kesamaan pandangan antara para ulama
dan masyarakat tentang pengamalan agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan
terakomodasinya semua kekuatan ulama tradisional
pesanhen dalam jam'iyah NU, pemberian fatwa yang semula

dilakukan secara individual berubah menjadi fatwa kolektif.
Secara substansial, antara keduanya tidak terdapat
perbedaan, kecuali dalam prosedur pelaksanaannya. Fatwa
kolektif harus diduskusikan terlebih dahulu di antara
beberapa ulama untuk mendapat kesepakatan hukum (ifh/ri4

al -af;lim ) sebagai representasi kolektif .

Adapun persamaan substansial antara fatwa kolektif
dan individual dilihat dari dua hal. Pertama, bersifat
responsif atas masalah yang muncul dan berkembang dalam
masyarakat. Kedua, dikembangkannya metode tamndhhub

3

t40-741

,Hiroko Harikoshi, Xiai ddr Pmtbahan Sosial (lakarta: P3M, 1987),
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yaitu mengikuti salah satu madhhab sunnl yang empat,
khususnya madhhab Shdf i.s

Fatwa kolektif yang diberikan bukan sekedar
memberikan jawaban atas berbagai permasalahan yang
timbul, tetapi juga mencoba mengkritisi berbagai masalah
tersebut dengan berbagai argumen yang kuat dan penalaran
yang rasional. Dalam hal itu, otoritas penafsiran hukum
menjadi tanggung iawab Syuri'ah NU melalui forum
pengkafian masalah-masalah keagamaan yang dikenal
dengan Lajnah Bahtsul Masa 11.

HUBUNGAN ISTIN&{T DENGAN BA}ITSIIL MASATL.

Metode penetapan hukum atau lsfinhdf dalam wacana

hukum lslam merupakan unsur penting dalam menghasilkan
produk hukum. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa
pertama, nasl-nasj hukum yang ada dalam al-Qur'An dan al-

Sunnah sangat terbatas. Kedu4 perubahan kondisi sosial

kemasyarakatan senantiasa berjalan dan berkembang seiring
dengan berkembangnya peradaban manusia. Hal tersebut
menimbulkan sebuah konsekuensi, terhadap munculnya
permasalahan-permasalahan baru yang menuntut
pemecahan, khususnya dari sisi hukum melalui pemahaman

dan penggalian hukum yang dikenal dengan istilah isfinbril

Kata istinbd! berasal dari kata istanbala yang berarti lo

tliscooer, to inaenta arbnya menemukan. Menurut istilah, kata

!H.l tcrsebut d.p.t dilihat sccara ganblang dd.m Atggar.n Dasel
NU t.huD 1Y2.6, pasd 2.

' Hans Vchr, A Dictioaary of Modera 'Wittet Arahc ( London:
Macdonrld & Evans Ltd., 1n4r, 939. Mcnurut al-Juriani dan Ibn Maoz,rit'
kata istirblt secata ctimologi ad th istikbrLj aLmd' mia al-'aya rrltinyz.
mengeluarkan air dad mata air. Sedangkan secata tetninologi, istiabit
adalah menggali makna-makna atau kctcntuen hukum dari zass-zass
dengan menggunakar akel pikiran y.ng tajem dan jeli. Lihat al-Juriani, a/'
Ta lifat (Bcittt Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988),22; Ibn Man-iu,r, Lisdn al-'
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istinbri! mempunyai konotasi mengeluarkan hukurn-hukum

dari al-Qur'dn dan al-Sunnah melalui kerangka teori yang

dipakai oleh ulami' usfrl, sehingga term isfinbri! identik

dengan ijtilrid.s
Di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), istilah istinbrii

dengan pengertian di atas tidaklah banyak dikenal. Menurut
ulama NU, term tersebut lebih berkonotasi pada

mengeluarkan hukum secara langsung dari nass-nass primer
yaitu al-Qur'in dan al-Sunnah. lstinbit_ dengan pengertian
yang demikian sangat sulit untuk dilakukan, karena adanya

kesadaran akan keterbatasan-keterbatasan, terutama dalam

memenuhi ilmu-ilmu alat bantu ijtihdd yang harus dikuasai
oleh seorang mujtahid.6

Oleh karena itu, forum atau lainah yang membidangi
fatwa hukum di lingkungan NU tidaklah menggunakan
terminologi ijtiltnd a|au istinbri! melainkan dikenal dengan
istilah Lajnah Bahtsul Masa ll. lrmbaga ini- sesuai dengan
namanya- menuniukkan kepada suatu forum diskusi antar
para kiai atau santri dalam memecahkan berbagai masalah

keagamaan, terutama hukum fiqh.7

Lajnah Bahtsul Masa'il sebagai wadah pembahasan masalah

keagamaan di lingkungan NU berpegang pada dua prinsip, yaitu

prinsip graduasi pengambilan hukum dan prinsip berorientasi

kepada madhhab.s

,4rD,vol. 1 (Beirur: Dir al-Fikr, 1990), 410; Louis Makhlif, al-Munjid fi al-
Lxghah (Beirut: Dit al-MiEriyah,199E), 465

s Ali Hasballah, IJsil al-Tasbi' al-Islarni (Mesh Der al-Ma'rifah,
tt),79.

6 sahal Mahfudz, N,aua Fiqb Sosial (Yoglakana: LkiS, 1994),2?
7A. Malik Madany, "Cara Pengambilan Keputusan Hukum Islam

dalam B ahsul Mas a' il Nlhdl^trtl Uldrnd" , Aula (Desember, 1991), 53.
3Hasyim Abbas, ?rosedur Penetapan Fatwa Hukum di Lingkungan

Nrhdlatul Ulama", Pokok-pokok matcri kuliah umum yarg disampaikan

5
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Yang dimaksud dengan prinsip graduasi dalam
pengambilan hukum adalah pemahaman terhadap nas_-nasj

sumber hukum Islam (al-Qur'in, al-Hadith) tidak dilakukan
dengarr metode literal (lafziyah), mengingat resiko pembiasan
postulasi sebagai akibat pemaksaan potensi individu dalam
mengungkap maksud dari nasj-nasj sumber hukum Islam.
Cara memahami maksud ungkapan dari suatu naqg

dilakukan dengan menggunakan metode abstraksi. Penalaran

deduksi terhadap naqs, dipercayakan kepada para ahJinya,

dalam hal ini para nrufassir al-Qur'dn, ?en-sharah kitab-kitab
hadith, ishn bri! para fuqahd'dan istidldl-nya.

Fakta historis seputar peruiukan pemikiran hukum
Islam kepada sumber skunder yaitu tafsir atas ayat, sharll

hadith dan hasil ijtihad fuqahd', mencerminkan betapa

diusahakan semaksimal mungkin agar rantai transmisi

pengetahuan agama Islam dan pengamalannya teriadi secara

berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Pola pikir semacam ini seakan mencermati pesan Hadrat al-

Shaykh Hasyim Asy'ari yang termuat dalam al-QdnOn al-

Asisi NIU 1926, yang mengutip sabda Nabi SAW. finlurA 'an

man htkhurlhft dinakum (cermafilah dari siapa kalian
mengambil ajaran agama kalian).

Akar pola pemikiran hukum Islam semacam itu pernah

ditawarkan oleh al-Ghazdli dalam kitabnya al-MustasJl, kenka

ia mengupas sumber hukum Islam yang kettga yaitu ijmd'.e

Tawaran tersebut menarik untuk dicermati mengingat bahwa

pada ijni' mujtahidtn itu telah terjadi akumulasi penafsiran

atas nas_-na1t yang homogen. Uji validitas atas pemahaman

pa& tanggal 13 Novcmbcr 1999 di Fekulree Syad'eh IAIN Sunan Ampcl
Sumbaya.

eAl-Ghazili, al-MtstasJi mia 'Ilm al-Usil 1Beirur: Dar d-Kutlrb al-'
Ilmiyah, 1993), 13?-138.
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mujtahidin masa lalu bisa diukur dari fakta dukungan terhadap

dokhin hukum oleh ulamA' generasi berikutrya. Seialan dengan

penguiian seiarah atas pemikkan m ujtahidin masalalu, indikator

munculnya kitab slnrh, kltab berformathflshiyah atz:u mukhtagar

(ringkasan) bisa fungsikan sebagai uji validitas doktrin sekaligus

pengukur kadar popularitas (i' bfu al-s,ihhah dan i'tibir al-

sfuthrah).

Sedangkan prinsip kedua adalah prinsip berorientasi
kepada madhhab. Anggaran Dasar (AD) tahun 1926,

Muqaddimah Qinun Asisi sampai pada revisi AD-NU pasal 3

tahun 1994, NU telah mengkondusifkan empat madhhab fiqh
sebagai prinsip keagamaan NU. Namury yang tedadi dalam

praktek perujukan setiap pemikiran hukum Islam, madhhab
al-Shdfi'i lebih dominan dijadikan rujukan dan uniknya hampir
tidak ditemukan pendapat al-ShAf iyang dikutip langsung dari
kitab al-Umm, al-Risihh, Ahkim al-Qur'in dan sejenisnya.

Hal itu terjadi, karena karya ilmiah al-Shifi'i
menggunakan bahasa sulit dan lirik prosanya yang sangat
metafois d.aa mujmal, terbukti ketiadaan ulamd' yang "berani"
men-sharah-i kitab- kitab karyanya. lustru saduran qawl qddim

dan qawl jadtd yang tertuang dalam kitab-kitab karya para

mujtahid penglkut al-ShAfi'i lebih sering dibuat sebagai rujukan
fatwa hukum. Oleh karenanya yang lebih dominan adalah kitab-

k;ttab fuqahn' shaf iyah, seperti karya lmim al-Nawiwi (w.676

F{), Imim al-Rif i (w. 623 H), Ibn Hajr al-Haytami (w. 973 H),

Imim al-Ramli (w. 1004 H) dan lain-lain.

Warna dominasi fiqh madhhab al-ShAfi'i dalam fatwa
hukum NU lebih didasarkan pada pertimbangan praktis, antara

lain karena doktrin fuqahn'Shafr'iyah terkesan lebih i!fiyAtadu
lebih berhati-hati dibanding ketiga madhhab yang

7
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lain. Di samping itu juga didasarkan pada kenyataan bahwa
penerimaan masyarakat terhadap hukum Islam yang dibawa
oleh Walisongo mengacu pada sosialisasi fiqh hh shif lyah.

Akibat dari kedua prinsip tersebut di atas, maka corak
pemahaman NU terhadap masalah keagamaan kelihatan
bersifat skripturnlis dan doktriner. Artinya, dalam
menghadapi persoalan atau masalah yang muncul,
jawabarmya selalu dirujukkan kepada pendapat-pendapat

fuqahd'yang bertebaran dalam kitab-kitab klasik yang lazim
disebut dengan al-kutub al-mu'tabarah (kltabkttab yang dapat
diiadikan pegangan) atar al-kutub al-nnwthttq hih (kitab-kitab
yang dapat dipercaya).lo Sedangkan krlteria al-kutub al-mu'
tabarah, berdasarkan hasil Munas NU di Situbondo Jawa
Timur tahun 1983 adalah semua kitab yang berafiliasi kepada
madhhalt empat. Hal itu kemudian dipertegas dalam Munas
NU di Bandar Lampung tahun 1992, bahwa termasuk dalam
kretefia al-kutub al-mu'tabarah adalah kitab-kitab yang
substansinya sesuai dengan aqidah ahl al-sunnah wa al-jami'
ah.lt Model pemahaman keagamaan dan penjawaban
masalah sebagaimana tersebut kemudian dikenal dengan
is ttlah m a dhh ab q au li.tz

DASAR-DASAR UMUM PENETAPAN FATWA LAJNAH
BAHTSUL MASA \L

Fatwa hukum vang dihasilkan oleh Lajnah Bahtsul Masall di
lingkungan NU harus melalui prosedur sebagai berikut:

to lstila.h dl-hutr.b al-matothiq bibd nelrupakar, istil^h yang
dipiniam dari kirm.b Bughyab al-Mtsunbidin yang populer di lingkungan
pondok pesantren. Lihat: 'Abd al-Rahmin b. Mulammad b. Ilusayn b. '
rJlm,.t, Btghyat al-Mxstarshidin (Beirut: Ddr al-Fikr, 1995), 6.

rrlihat; Keputusan Munas Alim Ulama tahun 1992 No.
01/}{ur.as/1992 (Jakarta: Lajnah Ta'lif wa Nasyr PBNU, 1992), 5.

r2-A.bdul Aziz llasyhwi, Abhim al-Fuqabd'fi Muqara t Mx'
tamatit )Yabdab al-'Ularnd (Surabaya: Rabifah Ma'ahid al-Islamiyah, tt),
365.
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l. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh llardt
kitib dan di sana hanya terdaPat satu qaul13 alat anjhta,

maka dipakailah qawl / wajh itu sebagaimana diterangkan
d,alam ibardt kitib tersebut.

2. Dalam kasus ketika iawaban bisa dicukupi oleh ibarit
kitib dan di sana ternyata terdapat lebih dari sa.h) qnul

atat utajh, maka dilakukan taqir jama?5 untuk memilih
sabt qatol atav wajh.

3. Dalam kasus, di mana tidak ada qaa atau arafft sama

sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan
prosedur ilhdq al-mas61l hi nazA'iihAl' secara jamal oleh
para ahlinya.

4. Dalam kasus, di mana tidak ada qawl atau wajah sama

sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhiq, maka bisa
dilakukan istinbdl jama't dengan prosedur ber-madhhab

manlujfl? oleh para ahlinya.ts
Sebagai petunjuk dari pelaksanaan poin kedua, bahwa

iika dalam satu masalah yang sama terdapat beberapa qawl

atar utajh, maka dalam melakukan taqir jama I dilakukan
langkahJangkah sebagai berikut:

I

f\ang dimaksud dengan qautl adalah pendapat imim madhbab.
Lihat; el-Newawi, al-Majmi'Sbarb al-Mrbadbdbab, vol.1 (Beiruc Dar al-
Fikr, n), 65.

I r Yang dimaksud de ngan u a jb adalah pendapat utami' m a db b ab.
Ibid.

rs Yang dimaksud deng n tdqir jlrna'i adalah upava secara kolektif
untuk menetapkan pilihan terhadap 6atu di anrara bebcrapa qaul *au
wajb.

r6Yang dimaksud dengan ilbdq adalah menyamakan hukum suatu
kasus atau masalah yang belum diiawab oleb kitrb dengan kasus arau
masalah serupa yang telah diiawab olch kitab atau dengan kata laia ilbiq
adalah menyamaken suatu masalah dengan pendapat tcntang sualu
masalah yang sudah iadi.

rTYarg dimaksud dengat bet-madbbab sectta manbajt adalah ber
madbbab dergan mengikuti ialan fikiran dan kaidah penet.pan hukum
yang tclah disusun dan dipergunakan olen imlm madbhab.

to M^s'nU,;, AbhAm dLFuqabi', 365
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I . Mr:ngambil pendapat yang lebih maslahat dan atau yang
lebih kuat.

2. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan
Muktamar NU keJ bahwa perbedaan pendapat
diselesaikan dengan memilih:
a. Pendapat yang disepakati oleh al-shaykhdni (al-

Nawdwi dan al-Rdfi'i).
b. Pendapat yang dipegangi al-Nawiwi saja.
c. Pendapat yang dipegangi al-RAfi'i saia.
d. Pendapat yang diukung oleh mayoritas 'ulamA'.
e. Pendapat 'ulama' yang terpandai.
f. Pendapat 'ulamA' yang pal ing wira ?s .

Dalam perspeknf us_fil al-fqh, hadisi pengoperan
pendapat para fuqahi' -sebagaimana yang diterapkan di
lingkungan NU- dapat diklasifikasikan sebagai bentuk
taqlid.2o Al-Dimyili memberikan pengertian taqlid dengan
mengambil dan melaksanakan pendapat mujtahid lanpa
mengetahui dalil-nya, yang terpenting adalah prakteknya
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh seorang mujtahid.2l

Taqlid itu hanya boleh dilakukan oleh orang awam, tetapi
menurut al-Nawdwi sebagaimana dikutip oleh al-Subki
juga dapat dilakukan oleh para 'ulamd' yang masuk dalam
kategori muj tahi d madhlnh.zz

Namun demikian, NU tidak hanya menerapkan

bermadhhab secara qautli saia, tetapi juga menerapkan

bermadhhab secara manhaji. Hal itu dapat dilihat di dalam

rumusan tentang prosedur penetapan fatwa yang digariskan

t Mreyhui, Abhim, 365; Lihat iuga Muhammad Sha!6 al-Dimyali,
I'dnat al-.ldlibin, vol. 4 (Surabaya: Nur Asiz' ft)' 19.

?n 

^l 
-G!I,^zali, a l-M asu {4, 37 0 -37 1

2t 
^l-Dimyati, 

I'afla\ vol. 4, 19

2 'Iii al-Din al-Swbki, Jam' dl-Jaahrr.i', ,rol, 2 (Mesir: Muslafe Beb
al-Ilalabi, 1937), 39?
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NU di atas, yaitu poin ketiga yang menggunakan illziq
sebagai media melakukan lsfinbdi.

Secara etimologi ilhdq sama dengan qiyds, yang berarti
menyamakan.r Adapun secara terminologi, ilhdq adalah

mengeluarkan hukum dari lbirat pendapat para 'ulama'
atau menetapkan hukum pada permasalahan yang bersifat
krilli (universal), karena telah ditetapkannya hukum pada

sebagian besar masalah yang bersifat julT (parnkriar).2a

Dalam pandangan 'ulami' usirl, penggunaan ilhdq

sebagai dalil hukum masih berslfat debatable. Bagi sebagian

ahli us0l yang memandang ilhiq sebagai dalil hukum
berpendapat bahwa ilhiq pada hakekakrya merupakan
pemahaman terhadap nass. Tetapi bagi sebagian yang lain,

ilhdq hdak dapat dijadikan dalil, sebab ilhriq sama dengan

meng-4iyds-kan permasalahan yang bersifat furu'yah kepada

hal yang sama.25

Muhadjir memberikan contoh ilhhq seperti kasus

seorang siswa yang belum atau tidak membayar SPP sampai

batas yang telah ditentukan, statusnya sama dengan orang
yang berhutang. Kasus seperti itu di- illuq -kan pada masalah

seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya
sehingga lewat waktu. NaIkah tersebut statusnya sama

dengan hutang.26

Rumusan lain yang ditempuh Lajnah Bahsul Masa 1l di
lingkungan NU dalam kerangka bermadhhab secara manhali

aAfifuddin Muhadjir, "Implementasi Sistem Pengambilan Hukum
Dalam Bahth al-Mas5,'il NlJ," Aala,82 (November, 1994), 86

z4 Ali al-Subki, Tni al-Din al-Subki, a/-I& hii fi Sbafi al-Minbdj, vol.
3 (Beirut Dir al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 173

2sal-Ghazdli, al-Mathbil min Ta'liqit al-Usil, ,rol. 2 (Baghdad:
Maktabah al-Irshid, n), 335

26Muhadjir, IflPlernentdsi, 86; Uhat; al-Sharbini al-Kutib, al-Iqni'
fi Hall Affnz_ Abt SbrjA' (Bei rDar al-Fikr, 1995), 483
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adalah adanya upaya melakukan istinbi! jamaT rnntk
memecahkan permasalahan yang tidak diketemukan
jawabanrrya dalam thdrdt kitab-kitab kuning dan iuga tidak
bisa dilLakukan ilftd4 (hal itu sesuai dengan poin ke empat dari
rumusan prosedur penetapan fatwa). Artinya, dalam
memecahan persoalan, 'ulamd' NU secara kolektif akan

melakukan penggalian hukum -dalam rangka menjawab

persoalan- d,ari nass-nax shar f dengan menggrnakan qaw6'id

ugftliyah dan qaw6ld fqhiyah.

PENtr,TUP
l. Sebelum NU lahir, pemberian fatwa terhadap persoalan

yarrg muncul dalam masyarakat telah ada meskipun
dalam taraf fatwa individual dari seorang kiai. Pemberian
fabara secara individual tersebut kemudian berubah
menjadi fatwa kolektif, yang pada gilirannya, setelah NU
did.irikan menjadi embrio dari Bahtsul Masa 11.

2. Di dalam lingkungan NU, pemecahan persoalan yang

terjadi di dalam masyarakat tidak ditangani oleh suatu

lembaga istinbA! alau ijtihid melai*an oleh suatu

lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan yang
dikenal dengan L rylah Bahtsul Masa 1i..

l. Fatwa Lajnah Bahtsul Masa 1l untuk menjawab persoalan

masyarakat dirumuskan melalui dasar-dasar dan

prosedur fatwa yang sangat ketat dan gradual.
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